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Abstrak

— Bahwa sebagai tindak lanjut usulan yang disampaikan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas guna
penyesuaian susunan komponen dan besaran harga, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Sambas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Satuan
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun
Anggaran 2026;

— Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah
sebagai berikut:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il
Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



10.

11.

12.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018



tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 45);
— Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah
sebagai berikut:

1. Perubahan susunan komponen dan besaran harga satuan pada
Lampiran | Peraturan Bupati Sambas Nomor 28 Tahun 2025;

2. Penambahan dan penyesuaian harga satuan pada kelompok
Bahan Bangunan dan Konstruksi (batu belah/pecah, aspal
emulsi, pipa dan aksesoris PVC, HDPE, serta GIP);

3. Penambahan dan penyesuaian harga satuan pada kelompok
Obat-Obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Reagen
Laboratorium untuk mendukung pelayanan kesehatan
Puskesmas/RSUD;

4. Penambahan dan penyesuaian harga satuan perlengkapan
kantor, laptop spesifikasi tinggi, sewa kendaraan minibus, sewa
rumah dokter spesialis, serta pengadaan tanaman
hias/penataan taman kota.

Catatan . — Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 30 April 2026 dan

diundangkan pada tanggal 30 April 2026

— Mengubah Lampiran | Peraturan Bupati Sambas Nomor 28 Tahun

2025 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah

Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026.



